
 

  

BERITA NEGARA 
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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2018 

TENTANG  

ORGANISASI DAN TATA KERJA  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN PERTAHANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan 

Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Kementerian Pertahanan; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI 

DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN 

PERTAHANAN. 

    

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan yang 

selanjutnya disebut Kanwil Kemhan adalah instansi 

vertikal Kementerian Pertahanan yang berkedudukan di 

provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Menteri Pertahanan. 

2. Bisnis Proses adalah suatu kumpulan aktivitas atau 

pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk 

menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang 

menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan 

tertentu. 

3. Unit Kerja adalah satuan kerja dalam organisasi Kanwil 

Kemhan yang memiliki fungsi melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh Kepala Bidang atau Kepala Kanwil 

Kemhan. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertahanan. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI  

 

Pasal 2 

Kanwil Kemhan dipimpin oleh seorang Kepala Kanwil Kemhan 

selanjutnya disebut Ka Kanwil Kemhan berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui 

koordinasi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. 
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Pasal 3  

Ka Kanwil Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintah di bidang pertahanan di wilayah provinsi 

berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan perundang-

undangan.  

 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, Ka Kanwil Kemhan menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di 

bidang kebijakan pertahanan, potensi pertahanan, dan 

badan kemhan; 

b. pelaksanaan kerja sama di bidang kebijakan pertahanan, 

pembinaan potensi pertahanan, dan badan kemhan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan 

pertahanan, pembinaan potensi pertahanan, dan badan 

kemhan; 

d. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kanwil 

kemhan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

   

Pasal 5 

Organisasi Kanwil Kemhan terdiri atas: 

a. Bidang Kebijakan Pertahanan; 

b. Bidang Pembinaan Potensi Pertahanan dan Badan 

Kemhan;  

c. Subbagian Tata Usaha; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bagian Kedua 

Bidang Kebijakan Pertahanan 

 

Pasal 6 

Bidang Kebijakan Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf a selanjutnya disebut Bid Jakhan dipimpin oleh 

Kepala Bidang Kebijakan Pertahanan disebut Kabid Jakhan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, 

pembinaan, pengendalian, dan kerjasama di bidang kebijakan, 

analisa pertahanan, kekuatan pertahanan, serta pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan. 

 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 Bid Jakhan menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan penyiapan koordinasi, pembinaan, 

pengendalian, dan kerja sama di bidang kebijakan dan 

analisa pertahanan; 

b. pelaksanaan penyiapan koordinasi, pembinaan, 

pengendalian, dan kerja sama di bidang kekuatan 

pertahanan; dan 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan 

pertahanan. 

 

Pasal 8 

Bid Jakhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas: 

a. Subbidang Kebijakan dan Analisa Pertahanan; dan 

b. Subbidang Kekuatan Pertahanan. 

 

Pasal 9 

Subbidang Kebijakan dan Analisa Pertahanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a selanjutnya disebut Subbid 

Jakanhan dipimpin oleh Kepala Subbidang Kebijakan dan 

Analisa Pertahanan disebut Kasubbid Jakanhan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, 

pembinaan, pengendalian, dan kerja sama di bidang kebijakan 

dan analisa pertahanan meliputi analisa strategi pertahanan, 
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kebijakan strategi pertahanan, pembinaan wilayah 

pertahanan, pengerahan komponen pertahanan, informasi 

pertahanan, serta evaluasi dan pelaporan. 

 

Pasal 10 

Subbidang Kekuatan Pertahanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf b selanjutnya disebut Subbid Kuathan 

dipimpin oleh Kepala Subbidang Kekuatan Pertahanan 

disebut Kasubbid Kuathan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, 

pengendalian, dan kerja sama di bidang kekuatan pertahanan 

yang meliputi sumber daya manusia kekuatan pertahanan, 

materiil, fasilitas dan jasa kekuatan pertahanan, kesehatan 

pertahanan, serta evaluasi dan pelaporan. 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Pembinaan Potensi Pertahanan dan Badan Kemhan 

 

Pasal 11 

Bidang Pembinaan Potensi Pertahanan dan Badan Kemhan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b selanjutnya 

disebut Bid Binpothan dan Badan Kemhan dipimpin oleh 

Kepala Bidang Pembinaan Potensi Pertahanan dan Badan 

Kemhan disebut Kabid Binpothan dan Badan Kemhan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, 

pembinaan, pengendalian, dan kerja sama di bidang 

pembinaan sumber daya pertahanan, bela negara, 

keveteranan, koordinasi, dan kerja sama di bidang badan 

Kemhan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 

 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11, Bid Binpothan dan Badan Kemhan 

menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan penyiapan koordinasi, pembinaan, 

pengendalian, dan kerja sama di bidang pembinaan 

sumber daya pertahanan, bela negara, dan keveteranan; 
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b. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan kerja sama di 

bidang badan kemhan; dan 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pembinaan potensi pertahanan dan badan kemhan. 

 

Pasal 13 

Bid Binpothan dan Badan Kemhan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 terdiri atas: 

a. Subbidang Pembinaan Sumber Daya Pertahanan; dan 

b. Subbidang Badan Kemhan. 

 

Pasal 14 

Subbidang Pembinaan Sumber Daya Pertahanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf a selanjutnya disebut Subbid 

Binsumdahan dipimpin oleh Kepala Subbidang Pembinaan 

Sumber Daya Pertahanan disebut Kasubbid Binsumdahan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan 

koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan kerja sama di 

bidang pembinaan sumber daya pertahanan, bela negara, 

keveteranan, serta evaluasi dan pelaporan. 

 

Pasal 15 

Subbidang Badan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf b selanjutnya disebut Subbid Badan Kemhan 

dipimpin oleh Kepala Subbidang Badan Kemhan disebut 

Kasubbid Badan Kemhan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di 

bidang sarana pertahanan, penelitian dan pengembangan, 

pendidikan dan pelatihan, instalasi strategis pertahanan, 

serta evaluasi dan pelaporan.  

 

Bagian Keempat 

Subbagian Tata Usaha 

 

Pasal 16  

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 5 

huruf c selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala 
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Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai 

tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja 

dan anggaran, kepegawaian, kerumahtanggaan dan urusan 

tata usaha, serta pengujian atas permintaan pembayaran. 

 

Pasal 17 

Bagan Susunan Organisasi Kanwil Kemhan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB IV 

ESELONISASI 

 

Pasal 18 

(1) Ka Kanwil adalah jabatan struktural eselon II. 

(2) Kabid adalah jabatan struktural eselon III. 

(3) Kasubbag dan kasubbid adalah jabatan struktural eselon 

IV. 

 

BAB V 

TATA KERJA 

 

Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugasnya, Ka Kanwil, Kabid, Kasubbid,  

dan Kasubbag TU menganut prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi di lingkungan Kanwil Kemhan, antar instansi 

vertikal kementerian, dan pemerintah daerah sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

Pasal 20 

Setiap unsur pimpinan Kanwil Kemhan melaksanakan 

pengawasan melekat, memberikan bimbingan dan petunjuk, 

serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 21 

(1) Ka Kanwil Kemhan merencanakan, melaksanakan, dan 

melaporkan program kerja kepada Menteri melalui 
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Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dengan 

tembusan kepala satuan kerja yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 

(2) Ka Kanwil Kemhan menyusun analisa jabatan, evaluasi 

jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian 

tugas jabatan serta peta Bisnis Proses. 

 

Pasal 22 

Pengendalian Kanwil Kemhan dilaksanakan oleh pejabat 

eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan berdasarkan 

Keputusan Menteri. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri 

Pertahanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perwakilan 

Kementerian Pertahanan di Daerah dan Keputusan Menteri 

Pertahanan Nomor: KEP/216/M/III/2012 Tanggal 12 Maret 

2012 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 24 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Oktober 2018  

 

MENTERI PERTAHANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

RYAMIZARD RYACUDU 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 7 November 2018 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHYANA 
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